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Abstrak 

 
Salah satu kemajuan dalam hukum pidana Indonesia adalah pengakuan hukum pidana adat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Namun demikian, akan ada masalah dalam 
penegakan hukum pidana nasional jika hukum pidana adat diakomodir. Permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini yaitu konsekuensi pemberlakuan hukum pidana adat dalam 
penegakan hukum pidana nasional dan penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang 
berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan 
tipologi penelitian hukum normatif/doktrinal yang mempunyai untuk menghasilkan suatu 
argumentasi, teori atau konsep baru pada permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum pidana 
nasional akan berpotensi tidak harmonisnya hubungan antara aparat penegak hukum dengan 
lembaga adat setempat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana adat di Indonesia yang 
berkepastian hukum dapat diperoleh dengan cara menghidupkan kembali Peradilan Adat yang 
mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili pelanggaran hukum pidana adat. Penelitian 
ini merekomendasikan agar segera melakukan kompilasi hukum adat melalui peraturan daerah 
serta segera menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Adat guna menjamin 
kepastian hukum peradilan adat dalam Sistem Peradilan Indonesia. 
 
Kata Kunci: Penegakan, Adat, Kepastian. 

Abstract 
 

One of the advances in Indonesian criminal law is the recognition of customary criminal law in 
the New Criminal Code. However, there will be problems in enforcing national criminal law if 
customary criminal law is accommodated. The problem that will be studied in this research is 
the consequences of the implementation of customary criminal law in enforcing national 
criminal law and enforcing customary criminal law in Indonesia that has legal certainty. This 
research is legal research with a typology of normative/doctrinal legal research which aims to 
produce a new argument, theory or concept on the problem being studied. The research results 
show that the application of customary criminal law in enforcing national criminal law will 
have the potential for disharmonious relations between law enforcement officials and local 
customary institutions. Therefore, enforcement of customary criminal law in Indonesia with 
legal certainty can be achieved by reviving the Customary Courts which have the authority to 
examine and try violations of customary criminal law. This research recommends immediately 
compiling customary law through regional regulations and immediately enacting a Draft Law 
on Customary Courts to ensure legal certainty of customary justice in the Indonesian Judicial 
System. 
 
Keywords: Enforcement, Custom, Certainty. 
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A. Pendahuluan 

Keltelntulan hulkulm pidana di Indonelsia selcara ulmulm diatulr dalam Kitab Ulndang-

Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP). Telrdapat sulatul keltelntulan dalam KUlHP yakni Pasal 1 

Ayat (1) yang pada pokoknya melnyatakan bahwa “sulatul tindakan tidak dapat dipidana 

kelculali belrdasarkan ulndang-ulndang pidana yang suldah ada”. Reldaksi keltelntulan pasal 

telrselbult ialah makna dari Asas Lelgalitas yang mana belrtuljulan agar pelngulasa tidak 

selwelnang-welnang melnjatulhi sulatul hulkulman, tanpa telrlelbih dahullul melngkulalifikasi 

sulatul pelrbulatan melnjadi tindak pidana (dellik) dalam keltelntulan pelrulndang-ulndangan. 

Ilmul hulkulm melmbelrikan sulatul pelnjellasan bahwa hulkulm yang melngatulr kelhidulpan 

sulatul masyarakat tidak hanya yang telrmasulk dalam ulndang-ulndang ataul hulkulm telrtullis 

saja, teltapi julga hulkulm yang hidulp dalam masyarakat (living law) selpelrti hulkulm adat, 

agama, moral dan kelsulsilaan1, selhingga haruls ditafsirkan bahwa seltiap pelrbulatan yang 

mellanggar living law, walaulpuln tidak telrtullis haruls dikulalifikasikan selbagai pelrbulatan 

mellanggar hulkulm. Hal telrselbult telntul sangat kontradiksi delngan keltelntulan yang diatulr 

dalam Pasal 1 Ayat (1) KUlHP bahwa sulatul pelrbulatan diselbult selbagai dellik harulslah 

dibulat selcara telrtullis. 

Hulkulm harulslah dipahami selcara lulas, tidak hanya belrkelnaan delngan ulndang-

ulndang saja, namuln julga belrkelnaan delngan hulkulm yang melngatulr sellulrulh aspelk 

kelhidulpan masyarakat. Hulkulm yang baik ialah yang mampul melrelprelselntasikan nilai-

nilai yang ada di masyarakat dan tidak hanya dapat dipandang selbagai sulatul relgullasi 

selmata.2 Pada pelrkelmbangannya, Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 2023 telntang Kitab 

Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP Barul) tellah melngakomodir thel living law 

selbagai hulkulm positif. Hal ini selbagaimana telrmulat dalam keltelntulan Pasal 2 Ayat (1) 

dan (2) yang pada pokoknya melnyatakan bahwa:  

(1) Keltelntulan yang diselbultkan dalam Pasal 1 Ayat (1) tidak melngulrangi 
belrlakulnya hulkulm yang hidulp dalam masyarakat yang melnelntulkan 
bahwa selselorang patult dipidana, bahkan jika pelrbulatan telrselbult tidak 
diatulr dalam Ulndang-Ulndang ini.  

 
1  Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Jurnal 

Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hal. 82. 
2  Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum 

Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hal.65-66. 
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(2) Hulkulm yang hidulp dalam masyarakat selbagaimana diselbultkan dalam 
Ayat (1) belrlakul di telmpat hulkulm itul hidulp dan sellama tidak diatulr 
dalam Ulndang-Ulndang ini dan selsulai delngan prinsip-prinsip yang 
telrkandulng dalam Pancasila, Ulndang-Ulndang Dasar, Tahuln 1945, hak 
asasi manulsia, dan asas hulkulm ulmulm yang diakuli masyarakat belradab. 

Adanya keltelntulan Pasal 2 di atas, melnulnjulkkan bahwa selselorang patult dipidana 

atas dasar thel living law melski pelrbulatan pidana telrselbult tidak diatulr dalam KUlHP 

Barul. Dalam Pelnjellasan Pasal 2 Ayat (1) KUlHP Barul, dinyatakan bahwa yang 

dimaksuld delngan thel living law adalah “Hulkulm Pidana Adat” yang ditelgaskan dan 

dikompilasi olelh pelmelrintah di telmpat belrlakulnya hulkulm pidana adat telrselbult mellaluli 

pelneltapan Pelratulran Daelrah.  

Diakomodasinya Hulkulm Pidana Adat pada pelratulran pokok hulkulm pidana 

Indonelsia, melnulnjulkkan adanya sulatul kelniscayaan kelmajulan dalam bidang hulkulm 

pidana Indonelsia, karelna nanti hulkulm pidana Indonelsia selcara khulsuls melmbelri rulang 

belrlakulnya hulkulm pidana adat yang sellama ini masih dianggap selbagai hulkulm yang 

tidak telrtullis dan selolah-olah selpelrti “di-anaktiri-kan” olelh hulkulm positif. Hal ini 

melnjadi sulatul momelntulm ulntulk melngelmbalikan hulkulm pidana yang diselsulaikan 

delngan nila buldaya masyarakat Indonelsia gulna melncapai keladilan dan kelpastian hulkulm 

belrdasarkan Pancasila dan Ulndang-Ulndang Dasar Tahuln 1945 (UlUlD 1945). 

Belrdasarkan pelrmasalahan di atas, pelnullis akan melmbahas lelbih komprelhelnsif telntang 

bagaimana konselkulelnsi pelmbelrlakulan hulkulm pidana adat dalam pelnelgakan hulkulm 

pidana nasional dan bagaimana pelnelgakan hulkulm pidana adat di Indonelsia yang 

belrkelpastian hulkulm.  

 
B. Metode Penelitian 

Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk melnghasilkan sulatul konselp barul dalam prosels 

pelnelgakan hulkulm pidana adat di Indonelsia yang belrkelpastian hulkulm. Seljaulh ini masih 

bellulm ada pelnelliti-pelnelliti lain yang melmbahas melngelnai pelnelgakan hulkulm pidana 

adat belrdasarkan pelndelkatan asas kelpastian hulkulm. Olelh karelna itul, pelnellitian ini 

sangatlah melmpulnyai nilai originalitas yang tinggi dan telntulnya sangat belrmanfaat bagi 

pelmbangulnan hulkulm pidana nasional. 
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Pelnellitian ini adalah pelnellitian hulkulm (lelgal relselarch) delngan tipologi pelnellitian 

hulkulm normatif/doktrinal gulna melnghasilkan pelmikiran, telori, ataul konselp barul ulntulk 

melnyellelsaikan masalah telntang konselp pelnelgakan hulkulm pidana adat di Indonelsia 

yang belrkelpastian hulkulm. Ada dula pelndelkatan yang digulnakan: pelndelkatan ulndang-

ulndang (statultel approach) dan pelndelkatan konselptulal (concelptulal approach). Stuldi ini 

dilakulkan dalam dula tahap: stuldi kelpulstakaan dan pelnellitian lapangan yang hanya 

belrfulngsi selbagai pelndulkulng. Dalam analisis data yulridis kulalitatif, rulmuls statistik 

tidak digulnakan. Namuln, dilakulkan mellaluli prosels intelrpreltasi helrmelnelultikal.3 

 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Konsekuensi Pemberlakuan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum 

Pidana Nasional 

Hulkulm adat melrulpakan hulkulm yang melncelrminkan idelntitas kelpribadian dan jiwa 

bangsa Indonelsia4, maka elksistelnsi masyarakat hulkulm adat di Indonelsia diakuli selcara 

konstitulsional yakni dalam Pasal 18B Ayat (2) UlUlD 1945 Amandelmeln kel-4 yang pada 

pokoknya melnyatakan bahwa:5 

“Nelgara melngakuli dan melnghormati masyarakat adat dan hak-hak 
tradisionalnya, selsulai delngan pelrkelmbangan masyarakat dan prinsip-prinsip 
Nelgara Kelsatulan Relpulblik Indonelsia yang diatulr dalam ulndang-ulndang”. 

Hulkulm adat diyakini tulrult andil dalam melnjulnjulng tinggi nilai-nilai 

kelmasyarakatan yang dihasilkan, dan pada akhirnya diharapkan dapat melnopang 

 
3  Robi Assadul Bahri, Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online 

Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Papatung, Vol. 6 No. 1 Tahun 2023, hal.43. 
 
4 Ratna Winahyu Lestari Dewi, Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Pembangu-nan 

KUHP Nasional, Jurnal Perspektif, Vol. X No. 3 Edisi Juli Tahun 2005. Lihat juga Rosmidah, Pengakuan 
Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Ham-batan Implementasinya, Inovatif, Jurnal 
Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Tahun 2010. 

 
5 Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem 

Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hal.324. Lihat juga Renny H 
Nendisa, Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah, Jurnal Sasi, 
Vol. 15 No. 4 edisi Oktober- Desember 2010. 
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kelmajulan yang tellah dicapai. 6  Hulkulm Adat belrkelmbang seliring waktul dalam 

masyarakat tradisional selcara tulruln telmulruln dan dibelntulk olelh kelyakinan agama dan 

pelrulbahan masyarakat. Van Vollelnhoveln belrpelndapat bahwa:7 

“Sellama ratulsan tahuln selbellulm keldatangan Bellanda, masyarakat asli yang 
tinggal di Indonelsia melmiliki dan melnjalankan hulkulmnya selndiri. Hulkulm 
adat adalah ulndang-ulndang yang digulnakan olelh orang asli.”. 
Pelndapat yang selrulpa julga pelrnah dinyatakan olelh Slamelt Mulljana bahwa:8 

“Hulkulm pidana adat Indonelsia suldah ada seljak Kelrajaan Majapahit. Melnulrult 
Nelgarakelrtagama, Pulpulh 25/2, Prabul Hajam Wulrulk dihadapi olelh para 
pelmbelsar, telrmasulk dhyaksa, ulpapati (pelmbantul dhyaksa), dan para pandji 
jang paham telntang pelrulndang-ulndangan jang diselbult agama, keltika dia tiba 
di Patulkangan. Agama teltap telrkait delngan pelngadilan. Kitab pelrulndang-
ulndangan agama kita melmang melngandulng hulkulm pidana.”. 

Melnulrult Pasal 5 Ayat (3) hulrulf b dari Ulndang-Ulndang Darulrat No.1 Tahuln 1951 

telntang Tindakan Selmelntara ulntulk Melnyellelnggarakan Kelsatulan Sulsulnan, Kelkulasaan, 

dan Acara Pelngadilan-Pelngadilan Sipil, hulkulm pidana adat tellah diteltapkan selcara 

yulridis formal. Belrkaitan delngan hal telrselbult I Madel Widnyana melnjellaskan bahwa:9 

“Pelmbulat ulndang-ulndang melnjellaskan bahwa hulkulm adat pidana teltap ada 
karelna Kitab Hulkulm Pidana Sipil akan diullang seltellah diselsulaikan delngan 
keladaan pelmelrintahan yang barul ini dalam waktul delkat. Karelna tidak jellas 
apakah pelrbulatan pidana adat dan hulkulman adat akan teltap diakuli, maka 
ulntulk selmelntara waktul melrelka tidak akan dihapuls”. 
I Madel Widyana sellanjultnya melnjellaskan bagaimana hulkulm adat belrkelmbang 

seltellah kelmelrdelkaan:10 

“Kelanelkaragaman hulkulm itul teltap ada sampai proklamasi UlUlD 1945, selsulai 
delngan Pasal II Atulran Pelralihan UlUlD 1945. Sellain itul, produlk hulkulm 
nasional belrdasarkan UlUlD 1945 telruls melningkat dari tahuln 1945 hingga 
selkarang. Kelanelkaragaman hulkulm ini masih ada karelna banyak pelratulran 

 
6 Jaja Ahmad Jayus, Rekonstruksi Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa 

Ini, Jurnal Litigasi, Vol. 12 No. 1 April 2011, hal.810. Lihat juga Emily Kadens, The Myth of The 
Customary Law Merchant, Texas Law Review, Vol. 90 Issue 5, April 2012. 

7  H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer, Bandung: 
Alumni, 2001, hal.7. Lihat juga Jan Michiel Otto, Rule of Law, Adat Law and Sharia: 1901, 2001 and 
Monitoring The Next Phase, Hague Journal on The Rule of Law, 1:15-20, 2009. 

8 Slamet Muljana, Perundang-Undangan Majapahit, Jakarta, Bhratara, 1967, hal.9. 
9 I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati 

Aneska, 2013, hal.59. 
10 Ibid, hal.40. 
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kolonial yang masih belrlakul dan bellulm dicabult, melskipuln selbelnarnya tidak 
sellulrulhnya lagi dipelrlulkan”.  
Melnulrult I Madel Widnyana, ada 2 (dula) hal yang haruls dilakulkan telrkait delngan 

pelrkelmbangan hulkulm adat seltellah kelmelrdelkaan: a) Pelratulran kolonial haruls diulbah, 

dipelrbaruli, ataul digantikan olelh pelratulran Hulkulm Nasional; dan b) Hulkulm Barat, 

Hulkulm Islam, dan Hulkulm Adat haruls selcara konselptulal dan melndasar diintelgrasikan 

kel dalam Sistelm Hulkulm Nasional selhingga melnjadi bagian yang ultulh dan tidak dapat 

dipisahkan dari Sistelm Hulkulm Nasional yang belrfalsafah Pancasila dan UlUlD 1945.11 

Elksistelnsi hulkulm adat selbagai living law12  saat ini melmpulnyai pelngakulan dan 

kelduldulkan dalam KUlHP Barul. Pelngakulan telrselbult dilandasi olelh dasar pelmikiran 

bahwa belbelrapa pakar hulkulm pidana Indonelsia melnyoroti pelngarulh buldaya dan 

pelmikiran Barat (Elropa) telrhadap gagasan kelpastian hulkulm dalam hulkulm modelrn, 

yang melrulpakan asas ultama hulkulm pidana. Selbagai indulk hulkulm pidana Indonelsia, 

KUlHP lama warisan pelmelrintah kolonial Hindia Bellanda dinilai individulalistis dan 

libelral selrta melrulgikan “nilai moral dan keltimulran masyarakat Indonelsia. Di sisi lain, 

KUlHP melnelrapkan hulkulm pidana warisan pelmelrintah kolonial Hindia Bellanda, 

selhingga hulkulm asli Indonelsia tidak lagi melnjadi ruljulkan ultama hulkulm pidana 

Indonelsia, karelna KUlHP yang lama tidak dimasulkkan seljak awal. Belbelrapa ahli hulkulm 

pidana Indonelsia melngatakan, melskipuln pelrbulatan telrselbult disangkakan mellanggar 

norma, nilai, dan adat istiadat masyarakat Indonelsia, namuln tidak dapat dihulkulm.13 

Melnulrult KUlHP Barul, keltelntulan asas lelgalitas hulkulm pidana dihapuls karelna 

plulralismel, rellativismel hulkulm, selmangat delkolonisasi, dan moralitas timulr masyarakat 

Indonelsia. Namuln, dalam Pasal 2 KUlHP Barul melneltapkan bahwa pelmidanaan dapat 

dilakulkan belrdasarkan hulkulm adat dan bulkan hanya atulran hulkulm telrtullis. Belrlakulnya 

hulkulm pidana adat, pelrlul ditelgaskan dan dikompilasi olelh pelmelrintah yang belrasal dari 

“Pelratulran Daelrah” masing-masing telmpat belrlakulnya hulkulm adat. Kompilasi ini 

 
11 Ibid, hal.41. 
12 Mason C Hoadley, The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review), Journal of 

Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006. 
13  Joeni Arianto Kurniawan, Hukum Adat dan Problematika Hukum Indonesia, Jurnal 

Perpustakaan Universitas Airlangga, Vol. 23 No. 1 2008. 
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melmulat melngelnai living law yang dikulalifikasi selbagai Tindak Pidana adat.14 Salah 

satul alasan melngapa Pelrulmuls KUlHP Barul melmasulkkan ulndang-ulndang hidulp adalah 

karelna masih banyak pelrbulatan lain yang dianggap jahat olelh masyarakat teltapi tidak 

telrcakulp dalam KUlHP Barul. Pelmikiran ini dapat dipelrsamakan delngan gagasan bahwa 

ulndang-ulndang elkstra ordinaria zaman Romawi Kulno masih melngandulng jelnis 

pelrbulatan jahat ataul dulrjana yang tidak telrmasulk dalam KUlHP Barul, melskipuln dalam 

KUlHP Barul suldah banyak dirulmulskan jelnis-jelnis pelrbulatan jahat ataul dulrjana. 

Pelnelgakan hulkulm adat ini didulkulng olelh konselp relligiuls magis yang mellelkat pada 

kelsadaran warga adat di tingkat bawah, dan dilelgitimasi olelh simbol sulci dari sosok 

teltula adat ataul tokoh adat. Olelh karelna itul, hulkulm adat belrasal dari bawah dan tidak 

dipaksakan dari atas. Hulkulm adat hanya dapat ditelrapkan pada strulktulr adat yang 

disulcikan, yang tidak dapat ditarik ataul diambil olelh nelgara selcara relprelsif. Namuln, 

melnulrult KUlHP Barul, hulkulm adat haruls ditelrapkan selcara relprelsif olelh nelgara mellaluli 

pelnelgakan hulkulm pidana nasional. Dalam situlasi selpelrti ini, hulkulm adat ditelgakkan 

selcara paksa dan nelgara melngambil alih kelkulasaan pelnelgakan hulkulm. 

Masulknya living law kel dalam sistelm hulkulm pidana, maka pelnelgakan living law 

akan dilakulkan olelh nelgara mellaluli sistelm pelradilan pidana. Jika telrjadi pellanggaran, 

maka pellanggaran telrselbult akan diprosels mellaluli prosels formal, telrmasulk pelnyellidikan, 

pelnyidikan, pelnulntultan, dan pelmelriksaan di pelngadilan. Ini belrarti bahwa pelnelgak 

hulkulm (polisi, jaksa, dan hakim) haruls melmahami living law di telmpat melrelka belkelrja, 

seldangkan pelnelgak hulkulm dari waktul kel waktul sellalul belrganti. Olelh karelna itul, 

pelnelrapan hulkulm pidana adat dalam pelnelgakan hulkulm pidana nasional akan 

melnyelbabkan hulbulngan yang tidak harmonis antara aparat pelnelgak hulkulm (polisi, 

jaksa, dan hakim) dan lelmbaga adat yang melrulpakan relprelselntasi buldaya lokal yang 

digulnakan ulntulk melnyellelsaikan selngkelta15, selpelrti Lelmbaga Adat Baduly dan Lelmbaga 

 
14 Muhammad Rasyid Ridha, Mewaspadai Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU 

KUHP, https://bantuanhukum.or.id/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukum-pidana-dalam-ruu-kuhp/ 
diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 18.22 WIB. 

15 Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hu-kum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No. 4, Oktober-Desember 2006. 
Lihat juga J. Sahalessy, Peran Latupati sebagai Lembaga Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Antar 
Negeri di Kecamatan Leihitu Provinsi Maluku, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3 edisi Juli- September 2011. 
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Adat Melulnasah Acelh, dan lain selbagainya, karelna akan telrjadi pelngambilalihan 

kelwelnangan pelnanganan belrdasarkan sistelm pelradilan pidana. 

 

2. Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia yang Berkepastian Hukum 

Kelpastian hulkulm melrulpakan ciri dari pada nelgara yang melnganult prinsip nelgara 

hulkulm. Mayoritas masyarakat adat melmpelrtahankan hulkulm melrelka selndiri, selhingga, 

melskipuln sosio-politik, sistelm politik, dan keltatanelgaraan belrkelmbang, nilai-nilai 

buldaya adat teltap ada dan belrakar dalam masyarakat.16 Masyarakat Indonelsia pasti akan 

melngalami nasib yang sama saat hulkulm nasional dibelrlakulkan; sistelm hulkulm adat 

melnjadi tidak stabil dan telrgelselr.17 

Mulncullnya isul pelradilan adat telrselbult mulncull karelna kelbelradaan pelradilan tellah 

belrangsulr-angsulr dihapulskan belrdasarkan keltelntulan Pasal 1 Ayat (2) hulrulf b Ulndang-

Ulndang Darulrat No. 1 Tahuln 1951, yang melnyatakan bahwa: 

“Dihapulskan selcara belrtahap olelh Melntelri Kelhakiman: (1) Selgala Pelngadilan 
Swapraja (Zellfbelstululrs-relchtspraak) dalam Nelgara Sulmatelra Timulr, 
Karelsidelnan Kalimantan Barat, dan Nelgara Indonelsia Timulr dahullul, kelculali 
pelradilan agama jika melnulrult hulkulm yang hidulp melrulpakan bagian 
telrselndiri dari pelradilan Swapraja; (2) Selgala Pelngadilan Adat (Inhelelmsel 
relchtspraak in relchtstrelelksbelstululrd gelbield), kelculali pelradilan agama jika 
melnulrult hulkulm yang hidulp melrulpakan bagian telrselndiri dari pelradilan 
Swapraja”. 
Belrdasarkan keltelntulan di atas, melmang pelradilan adat tellah dihapuls, teltapi melrelka 

kelmbali hidulp di masa lalul, telrultama seltellah relformasi tahuln 1998. Hal ini diselbabkan 

olelh fakta bahwa di masyarakat adat selring telrjadi konflik sosial karelna pellanggaran 

adat yang dilakulkan olelh selselorang ataul selkellompok orang di lingkulngannya. Jika si 

pellanggar melnelrima ataul melmatulhi sanksi konvelnsional, pelristiwa yang melnyelbabkan 

keltelgangan sosial akan pullih. 

Pellanggaran adat adalah tindakan selpihak selselorang ataul selkulmpullan orang yang 

melngancam ataul melngganggul kelselimbangan komulnitas.18 Dalam kasuls-kasuls telrtelntul 

 
16 Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hal.40. 
17 Yusi Amdani, Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh 

Tingkat Gampong (Desa), Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1, Juni 2014, hal.238. 
18 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal.67. 
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yang telrkait delngan pelrsellisihan adat, otoritas adat selpelrti kelpala adat, kelpala delsa, dan 

lainnya dapat belrtanggulng jawab ulntulk melnyellelsaikannya. Pelradilan adat melmbantul 

pelrdamaian antara warga masyarakat hulkulm adat di selkitarnya.19 Belbelrapa komulnitas 

kelsatulan hulkulm adat melnggulnakan belrbagai istilah ulntulk lelmbaga pelngadilan adat, 

telrgantulng pada bahasa lokal melrelka, selpelrti “siding adat”, “para-para adat”, “pokara 

adat”, ataul “rapat adat”.20 

Kaitannya delngan pelnelgakan hulkulm pidana di Indonelsia, telrdapat salah satul 

pelrtanyaan yang melnimbullkan kontrovelrsi adalah apakah kelbelradaan pelradilan adat 

belrarti bahwa dellik adat belrlakul mellaluli melkanismel pelradilan adat. Ini belrtelntangan 

delngan keltelntulan dalam Ulndang-Ulndang Drt Nomor 1 Tahuln 1951 yang melnyatakan 

bahwa dellik adat yang tidak ada hulbulngannya delngan KUlHP ataul pelrulndang-ulndangan 

Indonelsia disellelsaikan mellaluli melkanismel pelradilan pidana, di mana sanksi pidana 

yang dijatulhkan telrbatas pada pidana kulrulngan maksimulm 3 (tiga) bullan ataul delnda. 

Hulkulm pidana nasional melnganult asas lelgalitas ataul nulllulm dellictulm nullla poelna 

sinel privela lelgel poelnali. Dalam tataran parktis, masalah ini haruls dibagi melnjadi dula 

masalah: pelnelrapan hulkulm pidana adat "matelril", hulkulm pidana adat "formil", ataul 

sanksi adat ulntulk pellanggaran dellik ulmulm. Dalam hal pellanggaran dellik adat yang 

bulkan melrulpakan tindak pidana melnulrult ulndang-ulndang Indonelsia, pelnggulnaan 

melkanismel pelradilan adat tidak melnjadi masalah karelna pelnyellelsaian ataul sanksi yang 

dijatulhkan bulkan melrulpakan jelnis pellanggara.  

Melnulrult hulkulm acara pidana Indonelsia, pelnelntulan sulatul dellik adat mellanggar asas 

lelgalitas. Selbaliknya, pelnyellelsaian pelrkara pidana mellaluli melkanismel pelradilan adat 

dianggap mellanggar asas lelgalitas, karelna seltiap pelrkara pidana haruls diprosels dalam 

sistelm pelradilan pidana. Namuln, melskipuln dianggap belrtelntangan delngan melkanismel 

formal yang belrlakul, belntulk pelnyellelsaian modell ini adalah kelnyataan yang tidak hanya 

dimiliki olelh masyarakat Indonelsia, teltapi julga dimiliki olelh banyak masyarakat 

 
19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberti, 1999, hal.3. 
20  Ewa Wojkoswka, How Informal Justice System Can Contribute, Paper United Nations 

Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hal.11. 
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peldalaman di belrbagai telmpat di sellulrulh dulnia. Belbelrapa hal melndulkulng hal ini, 

telrmasulk:21 

a. keltelrbatasan masyarakat telrhadap sistelm hulkulm formal yang ada;  
b. masyarakat tradisional di daelrah telrisolasi masih melmiliki tradisi hulkulm yang kulat 

belrdasarkan hulkulm adat melrelka ulntulk melmelcahkan masalah yang telrjadi di 
lingkulngan melrelka; 

c. jelnis pelmelcahan masalah yang dibelrikan olelh sistelm hulkulm formal melndapat 
pandangan yang belrbelda dan dianggap tidak melmadai dan tidak melmelnulhi rasa 
keladilan masyarakat adat; dan 

d. kelkulrangan infrastrulktulr dan sulmbelr daya sistelm hulkulm formal melnyelbabkan 
kulrangnya kelmampulan ulntulk melmelnulhi kelbultulhan rasa keladilan masyarakat adat 
seltelmpat.  

Adanya faktor pelndulkulng di atas, maka bagi masyarakat adat melkanismel pelradilan 

adat sellalul dipilih delngan alasan selbagai belrikult:22 

a. diprosels olelh orang-orang delkat yang lelbih dipelrcaya;  
b. proselsnya lelbih seldelrhana dan celpat dibandingkan delngan prosels pelradilan formal;  
c. jellas dan tulnai;  
d. selcara langsulng mellibatkan pihak korban dan kellularga korban; dan  
e. dianggap lelbih belrkeladilan.  

Melnulrult sistelm hulkulm formal yang belrlakul, selrangkaian ulpacara yang haruls 

dilakulkan melrulpakan belntulk pelnyellelsaian ataul sanksi pidana yang tidak dikelnal. Ini 

belrlakul ulntulk sanksi selpelrti pelngelmbalian barang (culrian), ganti rulgi, dan kelwajiban 

melngawini (dalam kasuls pelrzinahan ataul pelrkosaan). Pelrtanyaannya adalah apakah ini 

melrulpakan pellanggaran asas hulkulm. Tidak ada masalah delngan ini sellama hal ini tidak 

melrulpakan kelpultulsan pelngadilan. Delngan delmikian, maka pelnelgakan hulkulm pidana 

adat di Indonelsia yang belrkelpastian hulkulm dapat dipelrolelh delngan cara melnghidulpkan 

kelmbali Pelradilan Adat, yang melmpulnyai kelwelnangan melmelriksa dan melngadili 

pelrkara pidana adat. Pelnelgakan hulkulm pidana adat mellaluli Pelradilan Adat telntul 

melmpulnyai kelpastian hulkulm, karelna selcara yulridis tellah diamanatkan dalam Pasal 24 

Ayat (3) UlUlD NRI 1945, yang melmbulka pellulang adanya pelradilan-pelradilan lain yang 

fulngsinya belrkaitan delngan kelkulasaan kelhakiman, maka pelradilan-pelradilan lain yang 

 
21 Sinclair Dinnen, Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access 

to Justice By Disadvantaged Sistem, Makalah disampaikan dalam Practice In Action Workshop UNDP 
Asia-Pasific Rights and Justice Initiative, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003, hal.2-4. 

22 Ibid. 
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belrbasis pada pelradilan adat melnjadi telrbulka selpanjang diatulr dalam ulndang-ulndang. 

Telrlelbih lagi dalam KUlHP Barul kelbelradaan hulkulm pidana adat tellah diakomodir. Olelh 

karelna itul, maka ulntulk melwuljuldkan konselp ini pelrlul adanya pelngatulran dalam 

Ulndang-Ulndang telntang Pelradilan Adat. 

 

D. Kesimpulan 

Konselkulelnsi pelmbelrlakulan hulkulm pidana adat dalam pelnelgakan hulkulm pidana 

nasional akan melngakibatkan hulbulngan antara aparat pelnelgak hulkulm (polisi, jaksa, dan 

hakim) dan lelmbaga adat yang melrulpakan relprelselntasi buldaya lokal akan telrganggul. Ini 

dapat telrjadi karelna kelwelnangan ulntulk melnangani kasuls hulkulm pidana adat tellah 

diambilalih olelh sistelm pelradilan pidana. Sellain itul, prosels selpelrti pelnyellidikan, 

pelnyidikan, pelnulntultan, pelmelriksaan di pelngadilan, dan pellaksanaan pultulsan pidana 

adat melmelrlulkan aparat pelnelgak hulkulm yang melmahami hulkulm adat seltelmpat. Aparat 

pelnelgak hulkulm ini tellah belrulbah dari waktul kel waktul, selhingga melrelka tidak dapat 

melmahami hulkulm adat seltelmpat delngan baik. 

Pelnelgakan hulkulm pidana adat di Indonelsia yang belrkelpastian hulkulm dapat 

dipelrolelh delngan cara melnghidulpkan kelmbali Pelradilan Adat gulna melmelriksa dan 

melngadili pellanggaran hulkulm pidana adat di antara masyarakat hulkulm adat yang 

belrsangkultan. Pelnelgakan hulkulm pidana adat mellaluli Pelradilan Adat telntul melmpulnyai 

kelpastian hulkulm, karelna selcara konsitulsional diatulr dalam Pasal 24 Ayat (3) UlUlD 

1945. 

Dari kelsimpullan telrselbult di atas, pelnullis melrelkomelndasikan agar Pelmelrintah 

Daelrah selgelra mellakulkan kompilasi hulkulm adat yang ada di daelrahnya mellaluli 

pelratulran daelrah. Sellain itul, ulntulk melnjamin pelradilan adat belrjalan selsulai delngan 

fulngsinya, pelrlul dilakulkan pelmbelnahan hulkulm nasional selcara melnyellulrulh olelh 

Pelmelrintah dan DPR delngan cara melmbelntulk Rancangan Ulndang-Ulndang telntang 

Pelradilan Adat gulna melnjamin kelpastian hulkulm pelradilan adat dalam Sistelm Pelradilan 

Indonelsia. 
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